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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil 

Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0453b/U/1987. 

Pedoman transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata-kata Arab yang sudah 

diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin 

A. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa Ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Ja J Je ج

 Ha Ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Esdan Ye ش

 Sad Ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Ta Ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ Koma di atas terbalik‘ ع 

 Ga G Ge غ 

 Fa F Ef ف 

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك 

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن 
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 Waw W We و

 Ham H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal 

 

 

 

 

C. Ta Marbûtah 

Ta marbûtah yang hidup dilambangkan dengan (t).  

Contoh : 

 ditulis al-madânatun al-fâḍilatun الَْمَدِيْنَةُ الْفاَضِلَةُ 

Ta marbûtah yang mati dilambangkan dengan (h).  

Contoh : 

 ditulis kitaabah كتابة

D. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan 

ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : 

 ditulis tabbat تبََّتْ 

 ditulis al-ḥajj الَْحَج  

E. Penulisan Alif Lam 

Kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

Vokal Tunggal Vokal Rangkap Vokal Panjang 

ا  a =ا َ ََ  dan َ   و = Ā 

ي ai =ايَ i =ا َ َِ  = Ī 

ا ََ = u َاو= au ي َُ  = Ū 
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sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 

Contoh : 

جُلُ   ditulis ar-rajulu الرَّ

لْـقلََمُ ا   ditulis al-qalamu 

لْزَلَةُ    ditulis al-zalzalah الَزَّ

F. Hamzah 

Huruf hamzah di awal kata tidak dilambangkan. Namun, hamzah yang 

terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan apostrof (‘) 

Contoh : 

 ditulis umirtu امُِرْتُ 

شَيْء     ditulis syai’un 
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MOTTO 

 

 وَافَُ وِّضُ امَْرِّيْْٓ اِّلََ اللّٰ 
“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah” 

(Q.S Al-Ghafir:44) 
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ABSTRAK 

 

Nensi Ika Nurfitriana Dewi. 2023. Penegakan Hukum Disiplin Aparatur Sipil 

Negara di Kabupaten Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Pembimbing: Syarifa Khasna, M. Si 

ASN didefinisikan sebagai komponen penting dalam SDM yang berperan 

dalam kesuksesan pengelolaan pemerintah maupun pembangunan. Dalam 

melaksanakan tugasnya, ASN harus menerapkan sikap tertib dan disiplin 

sebagaimana yang telah diatur pada UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Sikap 

disiplin dan tertib sangat penting untuk diterapkan mengingat tugas ASN ialah 

sebagai pelayan masyarakat. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis maupun 

menjelaskan pelaksanaan penegakan hukum disiplin yang dilaksanakan di 

Kabupaten Pekalongan serta memiliki kegunaan sebagai informasi bagi pihak- 

pihak terkait demi terlaksananya penegakan hukum disiplin ASN yang selaras 

dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

analisis deskriptif yang merupakan penelitian yuridis empiris. Teori yang digunakan 

pada penelitian ini ialah teori penegakan hukum serta disiplin ASN. Teori 

penegakan hukum menggunakan teori dari Soerjono Soekanto sedangkan teori 

disiplin ASN menggunakan teori dari Mahfud MD. Penelitian ini menggunakan 

sumber data primer dan sekunder yang memuat tentang hasil wawancara, observasi, 

dokumentasi serta dari UUD 1945, UU ASN, PP terkait, Perda terkait, serta Perbup 

terkait. Data yang didapat akan ditelaah secara perspektif kualitatif (induktif). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum disiplin ASN di 

Kabupaten Pekalongan sudah berjalan cukup baik. Hal ini berlandaskan pada 

analisis dari teori yang di kemukakan Soerjono Soekanto. Namun, masih 

ditemuinya beberapa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN. Dalam 

penerapan penegakan hukum disiplin tersebut didapati pula adanya faktor 

pendorong dan penghambat yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan 

hukum disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan. 

 

Kata Kunci: Penegakan, Disiplin, Aparatur 
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ABSTRACT 

 

Nensi Ika Nurfitriana Dewi. 2023. Law Enforcement of State Civil Servant 

Discipline in Pekalongan Regency. Thesis of Constitutional Law Study Program, 

Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Supervisor: Syarifa Khasna, M. Si 

ASN is defined as an important component of human resources that plays a 

role in the success of government management and development. In carrying out 

their duties, ASN must implement an orderly and disciplined attitude as regulated 

in Law Number 5 of 2014 concerning ASN. A disciplined and orderly attitude is 

very important to implement considering that ASN's job is to serve the community. 

This research aims to analyze and explain the implementation of disciplinary law 

enforcement carried out in Pekalongan Regency and is useful as information for 

related parties for the implementation of ASN disciplinary law enforcement which 

is in line with statutory regulations. This research uses a descriptive analysis 

approach which is empirical juridical research. The theory used in this research is 

the theory of law enforcement and ASN discipline. Law enforcement theory uses 

Soerjono Soekanto's theory, while ASN discipline theory uses Mahfud MD's theory. 

This research uses primary and secondary data sources which contain the results 

of interviews, observations, documentation as well as from the 1945 Constitution, 

the ASN Law, related PPs, related Regional Regulations, and related Regional 

Regulations. The data obtained will be analyzed from a qualitative perspective 

(inductive). 

The research results show that law enforcement on ASN discipline in 

Pekalongan Regency has gone quite well. This is based on the analysis of the theory 

put forward by Soerjono Soekanto. However, there are still several disciplinary 

violations committed by ASN. In implementing disciplinary law enforcement, it was 

also found that there were encouraging and inhibiting factors that influenced the 

implementation of ASN disciplinary law enforcement in Pekalongan Regency. 

 

Keywords: Enforcement, Discipline, Apparatus 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Aparatur sipil negara (ASN) didefinisikan sebagai komponen 

penting dalam SDM yang berperan dalam kesuksesan pengelolaan 

pemerintah maupun pembangunan. 1ASN merupakan unsur penyelenggara 

negara yang berada dibawah kewenangan presiden yang berkedudukan 

sebagai kepala negara. ASN diberi tanggung jawab untuk menyediakan 

pelayanan atas barang, jasa, serta pelayanan administrasi disektor publik. 

Selain diberi tanggung jawab pada pelayanan publik, ASN juga 

berkewajiban melaksanakan tanggung jawab pemerintahan, meliputi 

pengelolaan kelembagaan, kepegawaian, serta ketatalaksanaan. Adapun 

tanggung jawab ASN lainnya dilaksanakan dalam rangka kemajuan 

nasional (cultural and political development) sekaligus pertumbuhan sosial 

ataupun ekonomi (social development and economic) dengan tujuan untuk 

memperbaiki kesejahteraan disemua tingkatan masyarakat.2 

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, 

ASN terbagi menjadi dua, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) serta Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Ditinjau dari aspek 

normatif, terdapat beberapa perbedaan antara PPPK dan PNS. PPPK adalah 

 
     1 Dessler Gary, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, (Jakarta: Salemba Empat:2015), 329 
 

     2 Kementrian Agama Cilacap, “UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN”. Diakses pada 30 Januari 

2023.  https://cilacap.kemenag.go.id/profil/undang-undang-uu-no-5-tahun-2014-tentang-aparatur-

sipil-negara/ 
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pegawai ASN dengan kesepakatan kerja yang disesuaikan pada ketetapan 

berlaku. Di sisi lain, PNS diartikan sebagai pegawai ASN yang diangkat 

secara tetap yang selanjutnya memperoleh nomor induk kepegawaian. 

Terdapat hak-hak PNS yang tidak dimiliki PPPK, diantaranya 

perkembangan jabatan, sistem karir, mutasi, advertensi kedudukan, jaminan 

hari tua, dan jaminan pensiun. Masa kerja PNS hingga memasuki usia 

pensiun, sementara PPPK memiliki masa kerja yang disesuaikan dengan 

surat perjanjian kerja yang telah disepakati. 

Untuk menjaga ketertiban dalam melaksanakan tugasnya, ASN 

harus menjunjung tinggi kedisiplinan dalam setiap kegiatan. Dalam 

melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, ASN memiliki 

peraturan disiplin sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang ASN. Ada perbedaan aturan pelaksana bagi disiplin 

PNS dan PPPK. Disiplin bagi PNS diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 

94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Sementara aturan mengenai disiplin 

PPPK masih mengikuti aturan manajemen PPPK, yaitu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Managemen PPPK. Disiplin 

pada pekerjaan sangat penting diterapkan mengingat tugas ASN adalah 

memberikan pelayanan pada banyak orang. ASN harus mampu mematuhi 

kewajiban maupun larangan yang diberlakukan pada peraturan yang 

berlaku. Namun, kenyataannya banyak pelanggaran disiplin yang 

ditemukan terkait kinerja ASN diberbagai wilayah. Berdasarkan data Sistem 

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian pada tahun 2017 didapati sebanyak 3.066 

kasus pelanggaran hukum disiplin PNS dengan rincian 879 hukuman 



3 
 

 
 

disiplin bagi instansi pusat serta 2187 hukuman disiplin bagi instansi 

daerah.3 Pada tahun berikutnya, didapati 3.383 pelanggaran disiplin dengan 

rincian 1.003 hukuman disiplin bagi instansi pusat serta 2.380 bagi instansi 

daerah. Jika dibandingkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Instansi Pusat yang 

mendapat hukuman disiplin pada tahun 2017 dengan Pegawai Negeri Sipil 

yang mendapat hukuman disiplin pada tahun 2018 mengalami kenaikan 

sebesar 14.10%, sedangkan Pegawai Negeri Sipil Instansi Daerah yang 

mendapat hukuman disiplin pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami 

kenaikan sebesar 8.82%.4 Banyaknya ASN yang melakukan pelanggaran 

tentunya berdampak pada instansi maupun bagi masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan. Ketidakdisiplinan ASN menimbulkan turunnya 

harkat dan martabat ASN sebagai abdi negara. Hilangnya kepercayaan 

masyarakat pada ASN juga menjadi salah satu dampak yang ditimbulkan 

dari ketidakdisiplinan ASN. Pelanggaran disiplin ASN berdampak pula 

pada nama instansi yang akan menjadi buruk.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pekalongan, terdapat 

sebanyak 8841 ASN yang berada di Kabupaten Pekalongan. Jumlah ini 

mencakup PNS sebanyak 7512 orang serta PPPK sebanyak 1195 orang yang 

tersebar di 48 satuan kerja.5 Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan 

 
     3Arfiani Haryanti, Disiplin Pegawai Negeri Sipil, https://www.bkn.go.id/wp-

content/uploads/2019/11/MAKALAH-DISIPLIN-PNS (Diakses tanggal 30 Desember 2022) 
 

     4 Badan Kepegawaian Negara, “Pendekatan Sense of Belonging dalam Upaya Internalisasi 

Budaya Kerja “Berakhlak” ASN. Civil Apparatus: Policy Brief. ISSN: 2541-4267, No. 047,2022,1-

4, https://www.bkn.go.id/unggahan/2022/06/Policy-Brief-April-202.-New-Copy.  
 

     5 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pekalongan, 

https://bkpsdm.pekalongankab.go.id/ (diakses tanggal 27 September 2022) 

https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2019/11/MAKALAH-DISIPLIN-PNS
https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2019/11/MAKALAH-DISIPLIN-PNS
https://www.bkn.go.id/unggahan/2022/06/Policy-Brief-April-202.-New-Copy
https://bkpsdm.pekalongankab.go.id/
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peneliti dijumpai beberapa ASN yang melakukan keterlambatan saat masuk 

kantor serta keluar pada saat jam kerja. Hal ini diperkuat dengan wawancara 

yang dilakukan peneliti kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan 

Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pekalongan yang didapati 

sepanjang lima tahun terakhir ditemukan beberapa pelanggaran yang 

dilakukan ASN di Kabupaten Pekalongan. Pelanggaran dimulai pada tahun 

2018 yang didapati sebanyak 8 pelanggaran disiplin, disusul 2019 sebanyak 

12 pelanggaran disiplin, 2020 sebanyak 8 pelanggaran disiplin, 2021 

sebanyak 6 pelanggaran disiplin, serta yang terakhir 2022 sebanyak 3 

pelanggaran disiplin.6  

Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 58 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Penegakan Hukum Disiplin ASN di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pekalongan dijelaskan bahwa adanya beberapa 

tingkat pelanggaran dan sanksi yang akan didapat oleh ASN ketika 

melakukan pelanggaran. Namun, walaupun peraturan tersebut dibuat guna 

menciptakan kinerja ASN yang dapat melayani masyarakat dengan baik 

serta melaksanakan tugasnya secara sistematis tetap saja ditemukan adanya 

ASN yang melakukan pelanggaran disiplin setiap tahunnya. Oleh 

karenanya, sangat penting untuk mengamati bagaimana penegakan hukum 

disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan. 

Dari pemaparan hal yang melatarbelakangi masalah tersebut, 

peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian berjudul “PENEGAKAN 

 
     6 Naili Afifah, Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Nensi Ika, Badan Kepegawaian dan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Pekalongan, 27 September 2022. 
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DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN 

PEKALONGAN”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penegakan hukum disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Tingkat Daerah Kabupaten? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pada penegakan hukum 

disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakkan hukum disiplin ASN 

di Kabupaten Pekalongan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Tingkat 

Daerah Kabupaten 

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pada penegakan hukum disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan. 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Secara Teoritis 

a. Dapat memperluas wawasan keilmuan, khususnya berkaitan dengan 

teori penegakan hukum disiplin aparatur sipil negara dan ilmu 

administrasi negara. 

b. Sebagai informasi untuk penelitian berikutnya apabila hendak 

melaksanakan penilitian lanjutan. 

2. Secara Praktis 

Sebagai sumber informasi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian 

khususnya di Kabupaten Pekalongan, untuk membantu melaksanakan 
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tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan yang efektif dan 

efisien serta menjaga loyalitas sebagai aparatur sipil negara. 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik mengacu kepada teori penegakan hukum yang 

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan meliputi lima faktor yang 

berkenaan, yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan 

prasarana, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Adapun pengertian 

penegakan hukum didefinisikan sebagai suatu proses harmonisasi antara 

nilai-nilai dalam pandangan tentang sikap kokoh sebagai tahap akhir 

penjabaran nilai untuk menciptakan (sebagai social engineering), 

memelihara (sebagai social control) dan menjaga perdamaian sosial.7 

 

 

 

 

 

 

 

F. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian dari Anggraeni Yuas Dara (2020) yang berjudul Upaya 

Peningkatan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau 

 
     7 Sahya Anggara, “Hukum Administrasi Negara”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 131. 
 

Faktor yang berkenaan 

dengan penegakan hukum 

menurut Soerjono Soekanto:  

1. Faktor Hukum 

2. Faktor Penegak Hukum 

3. Faktor Sarana dan 

Prasarana 

4. Faktor Masyarakat 

5. Faktor Kebudayaan 

Penegakan Hukum 

Disiplin ASN di 

Kabupaten 

Pekalongan 
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Tahun 2019.8 Dalam penelitiannya diketahui bahwa upaya peningkatan 

kinerja pegawai dilakukan melalui pengawasan oleh kepala bidang 

kepada para pegawai. Upaya peningkatan kinerja terus dilakukan untuk 

kesuksesan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun pegawai yang 

kedapatan terlambat akan dikenakan sanksi peraturan yang berlaku. 

Selain itu didapati beberapa kendala dalam melaksanakan upaya 

peningkatan kinerja pegawai, diantaranya adalah tidak disiplinnya 

pegawai dalam melaksanakan tugas, rendahnya kesadaran pegawai, 

serta kurangnya motivasi dalam diri pegawai. Tinjauan Pustaka yang 

digunakan dalam penelitian ini memuat tentang definisi upaya, kinerja, 

definisi ASN, serta terkait Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Dengan adanya empat bagian dalam 

tinjauan pustaka dapat memudahkan untuk memahami bagaimana 

upaya yang dilakukan dalam peningkatan kinerja ASN di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. 

Persamaan kedua penelitian ini adalah keduanya membahas tentang 

kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan 

masyarakat. Perbedaan kedua penelitian ini adalah pada penelitian 

sebelumnya membahas tentang upaya peningkatan kinerja ASN 

sedangkan pada penelitian terbaru membahas tentang pengenaan sanksi 

bagi ASN yang melakukan kinerja tidak sesuai peraturan tentang ASN. 

 
     8 Anggraeni Yuas Dara. “Upaya Peningkatan Kinerja Pagawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019”. Skripsi 

Universitas Islam Riau, 2021. https://repository.uir.ac.id/15772/1/161010221 

https://repository.uir.ac.id/15772/1/161010221.pdf
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Ariansyah Putra HS (2021) yang 

berjudul Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil 

(Studi Kasus di Kota Subulussalam).9 Dalam penelitiannya diketahui 

bahwa dengan adanya putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 

25 April 2019 PNS yang berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap 

(inkracht) melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan 

seperti korupsi, suap dan lain-lain agar segera diberhentikan dengan 

tidak hormat. Pada kasus di Kota Subussalam diketahui terdapat 

beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PNS yang berakhir 

dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Terdapat beberapa teori 

yang digunakan pada penelitian skripsi ini, yaitu tinjauan umum hukum 

kepegawaian, teori pemberhentian PNS, administrasi pemberhentian 

PNS, serta asas-asas pemberhentian PNS. Persamaan kedua penelitian 

ini adalah keduanya membahas tentang pelanggaran yang dilakukan 

oleh PNS. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini adalah pada 

penelitian terdahulu membahas tentang pelanggaran yang dilakukan 

oleh PNS secara pidana. Pemberhentian PNS secara pidana dilakukan 

oleh pengadilan, sedangkan BKD hanya melaksanakan apa yang sudah 

diputuskan oleh pengadilan. Pada penelitian terbaru pelanggaran yang 

dibahas adalah pelanggaran secara administrasi atau yang berkaitan 

dengan hukum disiplin, sehingga tidak berhubungan dengan institusi 

lain seperti pengadilan. 

 
     9 Rizki Ariansyah Putra HS. “Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil (Studi 

Kasus di Kota Subussalam). Skripsi universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021. https://repository.ar-

raniry.ac.id/23603/1/Rizki%20Ariansyah%20Putra%20Hs%2C%20082162727898  

https://repository.ar-raniry.ac.id/23603/1/Rizki%20Ariansyah%20Putra%20Hs%2C%20082162727898
https://repository.ar-raniry.ac.id/23603/1/Rizki%20Ariansyah%20Putra%20Hs%2C%20082162727898
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Wahyuni (2021) yang berjudul 

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Netralitas ASN dalam Pilkada 2020 di 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus di Kantor Bawaslu 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan).10 Dalam penelitiannya diketahui 

bahwa netralitas ASN berdasarkan tinjauan fiqh siyasah dalam pilkada 

2020, pemimpin atau ulil amri harus memiliki tanggung jawab terhadap 

masyarakat, sehingga harus berlaku adil dan bisa mengatur sesuai aturan 

yang ada. Pada Pelaksanaan pilkada 2020 di Kabupaten Labuhan Batu 

Selatan sudah berjalan dengan baik, sejauh itu pelanggaran ASN yang 

terjadi hanya terdapat di Kecamatan Kampung Rakyat khususnya yang 

dilakukan Camat Kampung Rakyat. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kajian fiqh siyasah atau hukum syariat yang 

berkaitan dengan permasalahan kenegaraan. Persamaan kedua 

penelitian ini adalah keduanya membahas tentang pelanggaran disiplin 

yang dilakukan oleh ASN. Perbedaan kedua penelitian ini adalah pada 

penelitian sebelumnya hanya membahas satu pelanggaran disiplin saja 

yaitu terkait netralitas ASN ditinjau dari fiqh siyasah, sedangkan pada 

penelitian terbaru mencakup semua pelanggaran disiplin yang dilakukan 

oleh ASN di lingkungan pemerintahan.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tomi Mandlaa Putra Nasution (2019) 

yang berjudul Penegakan Disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yang 

Melanggar Kode Etik Kedisiplinan (Studi Kasus di Dinas Perhubungan 

 
     10 Rizki Wahyuni.” Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam 

Pilkada 2020 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhan 

Batu Selatan)”. Skripsi Universitas Negeri Sumatera Utara, 2021 

https://repository.uinsu.ac.id/12601/1/SKRIPSI%20RIZKI%20FULL%283%29-1 
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Pemerintah Kota Medan).11 Dalam penelitiannya diketahui terdapat dua 

faktor utama penyebab pelanggaran disiplin ASN, yaitu faktor dari 

dalam diri ASN seperti rasa malas dan faktor dari luar, misalnya ASN 

yang mempunyai usaha sampingan. Persamaan kedua penelitian ini 

adalah keduanya membahas mengenai faktor-faktor penyebab ASN 

melakukan pelanggaran disiplin. Perbedaan kedua penelitian ini adalah 

pada penelitian sebelumya hanya mencakup satu instansi saja yaitu di 

Dinas Perhubungan, sedangkan pada penelitian terbaru lokasi yang 

dipilih mencakup semua dinas di instansi pemerintah kabupaten. 

Sehingga memiliki perbedaan dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan, penelitian terbaru memiliki jumlah pelanggaran yang lebih 

beragam dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.  

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. 

Penelitian hukum yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang 

berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya penegakan 

hukum disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan 

dan tentang efektivitas hukum disiplin ASN yang sedang berlaku di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.12 

 
     11 Tomi Madlaa Nasution, “Penegakan Disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yang melanggar 

Kode Etik Kedisiplinan (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Medan)”, Skripsi, 

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019, 

http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7862  
 

     12 Jonaedi Efendi, Johni Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media,2016) 149-150. 

http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7862
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2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang 

bertujuan guna menjabarkan maupun memberikan penggambaran 

mengenai penegakan hukum disiplin ASN yang berada di Kabupaten 

Pekalongan dengan dihubungkan pada teori-teori yang berkaitan dengan 

penegakan hukum serta kedisiplinan ASN.13 

3. Fokus Penelitian 

Tujuan pada fokus penelitian ini guna membatasi ruang lingkup 

penelitian agar tema penggumpulan data maupun pembahasan dapat 

lebih mudah terarah. Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum 

disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan. 

4. Lokasi Penelitian 

Tempat yang dipilih dalam pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan 

di Kantor Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 

5. Sumber Data Penelitian dan Bahan Hukum 

a. Sumber Data Penelitian 

1) Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data.14 Data dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti langsung dari sumber pertama dan tempat objek 

 
 

     13 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D “, (Bandung: Alfabeta, 2009), 

h. 29. 
 

     14 Sugiyono, “Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)”, (Bandung:CV Alfabeta,2018), 

h. 456. 
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penelitian dilakukan. Peneliti melakukan observasi pada 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan serta 

menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari BKPSDM 

Kabupaten Pekalongan, Inspektorat Kabupaten Pekalongan, 

ASN di Kabupaten Pekalongan serta kepada masyarakat yang 

sedang diberi pelayanan oleh ASN di beberapa instansi 

pemerintah di Kabupaten Pekalongan.  

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang 

lain atau dokumen.15 Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber 

data sekunder adalah buku-buku, penelitian terdahulu, serta 

jurnal ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. 

b. Bahan Hukum 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer ialah bahan hukum dengan sifat 

autoritatif atau dengan kata lain memiliki otoritas untuk 

menjelaskan suatu peristiwa hukum. Bahan hukum primer 

mencakup atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan 

berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, catatan-

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan 

perundang-undnagan serta putusan-putusan hakim.16 Bahan 

 
     15 Sugiyono, “Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)”, (Bandung:CV Alfabeta,2018), 

h. 456 
 

     16 Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum dalam Praktek”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 51 



13 
 

 
 

hukum primer ialah sebutan bagi bahan yang berisi ketentuan 

yang mengikat serta tertulis. Seperti halnya peraturan 

perundang-undangan maupun peraturan pemerintah terkait. 

Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini ialah sebagai 

berikut: 

a) Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 

b) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Managemen PPPK 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin PNS 

d) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Ketertiban Umum 

e) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Kode Etik Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pekalongan. 

f) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 58 Tahun 2022 tentang 

Tata Cara Penegakan Disiplin ASN di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang digunakan 

sebagai pendukung serta untuk memperkuat bahan hukum 

primer dengan memberikan penjelasan serta penafsiran 

mengenai bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat 
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dilakukan analisa maupun pemahaman dengan lebih detail.17 

Pada penelitian ini bahan bukum sekunder diperoleh melalui 

pendapat hukum ataupun teori-teori yang diperoleh dari literatur 

hukum, hasil penelitian maupun artikel ilmiah terkait penegakan 

hukum disiplin ASN. 

6. Teknik Penggumpulan Data  

Metode penggumpulan data primer yang digunakan pada penelitian 

ini ialah: 

a. Pengamatan (Observasi) 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks dengan 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara 

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.18 

Pada penelitian ini observasi yang digunakan adalah obsevasi non 

partisipan, peneliti berlaku sebagai pengamat dan tidak mengambil 

bagian dalam kehidupan yang diobservasi dengan tujuan agar 

peneliti memperoleh keterangan yang objektif. Pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti berlangsung di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pekalongan dengan melihat bagaimana kedisiplinan 

ASN dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat 

yang dimulai dari tanggal 22 Mei 2022 hingga 30 Juli 2023. 

Pengamatan yang peneliti lakukan berlangsung dari jam masuk 

kantor yang ditemukan beberapa ASN mengalami keterlambatan 

 
     17 Soerjono Soekanto, Sri Mamudi, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015), h. 23 
 

     18 Sugiyono,” Memahami Penelitian Kualitatif”. (Bandung: CV Alfabeta,2016), h. 203 
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saat masuk kantor dan beberapa keluar pada saat jam kerja hingga 

pada saat jam pulang kantor.  

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara 

dua orang dalam situasi saling berhadapan, salah seorang yaitu yang 

melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada 

orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan 

keyakinannya.19 Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan 

lebih mendalam dan jumlah informannya sedikit atau kecil.20 

Metode yang digunakan penulis adalah menggunakan 

wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara 

yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.21 Metode ini dilakukan 

agar dapat menggumpulkan data yang berkaitan dengan 

kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugasnya. Peneliti 

melakukan tanya jawab langsung dengan beberapa ASN yang 

tersebar di Kabupaten Pekalongan, Kasubag Umum dan 

Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia 

 
     19 Emzir, “Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data”, (Jakarta: Rajawali Pers,2014), h. 50 
 

     20 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 300 
 

     21 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 194 
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Kabupaten Pekalongan, Inspektur Pembantu Bidang Kinerja 

Reformasi dan Birokrasi serta Inspektur Pembantu Bidang 

Pengawasan Khusus Inspektorat Kabupaten Pekalongan. serta 

dengan masyarakat yang sedang diberi pelayanan oleh ASN di 

kantor-kantor dinas pemerintahan Kabupaten Pekalongan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, 

peraturan kebijakan, maupun dokumen yang berbentuk gambar 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.22 Dengan metode 

dokumentasi ini peneliti mencari dan mendapatkan data-data 

tertulis laporan naskah-naskah kearsipan maupun data-data gambar 

yang ada di Kantor BKPSDM Kabupaten Pekalongan, Kantor 

Inspektorat Kabupaten Pekalongan, maupun di lingkungan kantor 

pemerintah Kabupaten Pekalongan. 

Adapun dalam metode penggumpulan data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah: 

a. Studi Pustaka (Library Research) 

Studi pustaka dilaksanakan dengan menganalisis data pada 

bahan yang sudah terdokumentasikan dalam literatur hukum seperti 

buku hukum, jurnal hukum maupun yang lainnya.  

 
     22 Sugiyono,” Memahami Penelitian Kualitatif”. (Bandung: CV Alfabeta,2016), h. 8 
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7. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data 

deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis data secara kualitatif dan 

dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Dalam konteks penelitian hukum 

analisis deskriptif bertujuan untuk memaparkan mengenai kondisi 

terkait penegakan hukum disiplin ASN.23 Dalam penelitian ini analisis 

data dilakukan melalui tiga tahap yaitu:24 

a. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang penting, 

memfokuskan pada hal-hal yang bersifat pokok, mencari tema dan 

polanya dan membuang yang dianggap tidak perlu. 

b. Penyajian data, yaitu data yang sudah dikumpulkan dan 

diklasifikasikan, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif agar 

mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik 

kesimpuan untuk melakukan penganalisisan data. 

c. Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. 

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan yang digunakan ialah 

secara induktif. Penarikan kesimpulan secara induktif didasarkan 

pada data-data khusus untuk dianalisis serta ditarik kesimpulan 

dengan bersifat umum. Kesimpulan pada tahapan ini diperoleh 

melalui data-data yang telah diolah maupun dianalisis pada tahapan 

sebelumnya. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh peneliti ialah 

dengan menggumpulkan data dari sumber primer maupun sekunder 

 
     23 I Made Pasek Diantha. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori 

Hukum. Cetakan kedua (Jakarta: fajar Interpratama Mandiri,2017), h. 152 
 

     24 Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta,2014), h. 89 
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serta bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang 

kemudian dianalisis sesuai objek permasalahan yang kemudian 

langkah selanjutnya ialah mengambil kesimpulan. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Tulisan akan dimulai dengan Pendahuluan pada Pembahasan 

diawali dengan BAB I. bagian ini berisi hal mendasar yang menjadi pondasi 

dalam menyusun proposal ini. Adapun isinya memuat hal yang 

melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian 

serta sistematika penulisan  

Kemudian BAB II Tinjauan Pustaka, yang memuat tentang dua teori 

terkait penegakan hukum disiplin ASN. Teori tersebut adalah teori 

penegakan hukum, disiplin ASN serta penelitian terdahulu 

Selanjutnya BAB III Hasil Penelitian, berisi pembahasan dan 

temuan penelitian yang bersumber dari wawancara, observasi maupun 

dokumentasi untuk menguraikan terkait penegakan hukum disiplin ASN di 

Kabupaten Pekalongan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan 

hukum disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan. 

Selanjutnya pada BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian, yang berisi 

penjelasan dari hasil penelitian terkait kedisiplinan ASN di Kabupaten 

Pekalongan Pada BAB V Penutup. Pada bab ini memuat tentang 

kesimpulan, saran, maupun limitasi atau batasan penelitian yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berlandaskan pada pokok bahasan yang peneliti paparkan sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Penegakan hukum disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan masih 

berjalan kurang baik. Hal ini berlandaskan pada analisis dari teori 

penegakan hukum disiplin yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto. 

Pada pengamatan yang diperkuat dengan wawancara didapati bahwa 

dalam faktor hukum masih adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan 

penegakan hukum,belum adanya peranan secara ideal dan faktual dari 

BKPSDM sebagai penegak hukum, kurangnya fasilitas penunjang 

dalam penegakan hukum, tidak mengetahuinya ASN terhadap peraturan 

maupun isi dari peraturan kedisiplinan, ASN yang masih memiliki 

tingkat kesadaran hukum yang relatif rendah, belum terpenuhinya nilai 

ketertiban serta ketentraman serta nilai jasmaniah dan rohaniah. Masih 

adanya indikator yang belum terpenuhi menjadikan penegak hukum 

disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan berjalan kurang maksimal. 

Meskipun ditemui pula adanya indikator yang sudah memenuhi, yakni 

sudah terpenuhinya kepastian hukum dan kemanfaatan, bagi pengawas 

ASN Inspektorat sudah menerapkan nilai yang ideal dan faktual, adanya 

SDM ASN yang memenuhi, sudah adanya organisasi yang efisien, 

sudah adanya sikap mempercayai bahwa peraturan tersebut memiliki 

dampak yang baik serta sudah dipenuhinya nilai kebaharuan dan 
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kelanggengan. Namun hal ini masih kurang bila dibandingkan dengan 

indikator yang belum terpenuhi. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin ASN di 

Kabupaten Pekalongan terklasifikasi dalam faktor pendorong serta 

penghambat. Pada faktor pendorong didapati bahwa sudah terpenuhinya 

konsep kepastian hukum dan kemanfaatan, adanya pengawasan yang 

dilakukan Inspektorat secara ideal dan faktual, sudah adanya SDM yang 

terampil dan terlatih, adanya organisasi yang efisien, sikap hukum yang 

sudah mempercayai bahwa peraturan tersebut akan berdampak baik, 

serta sudah dipenuhinya nilai kelanggengan dan kebaharuan. Adapun 

pada faktor penghambat didapati bahwa belum memenuhinya konsep 

keadilan, belum memenuhinya peranan BKPSDM secara ideal dan 

faktual sebagai penegak hukum, kurangnya ketersediaan fasilitas, belum 

mengetahuinya ASN terhadap peraturan maupun isi dari peraturan 

tersebut, belum memenuhinya pola perilaku hukum yang diinginkan, 

belum memenuhinya nilai ketertiban dan ketentraman serta nilai 

jasmaniah dan rohaniah. 

B. Saran 

Berkaitan pada masih dijumpai adanya faktor penghambat dalam 

pelaksanaan penegakan hukum disiplin ASN, peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Aparat penegak hukum sebaiknya menerapkan asas keadilan 

sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dalam pelaksanaan penegakan hukum disiplin ASN 
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2. Aparat penegak hukum sebaiknya dalam melaksanakan peranannya 

didasarkan pada nilai-nilai ideal, seperti penerapan keadilan dan sikap 

tegas dalam mengatur kedisiplinan ASN guna terciptanya penegakan 

hukum disiplin ASN yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

3. Fasilitas dalam mendukung kedisiplinan ASN sebaiknya dilakukan 

penambahan misalnya pada penambahan unit cctv guna keberhasilan 

penegakan hukum disiplin yang diharapkan 

4. ASN sebaiknya lebih memahami peraturan terkait kedisiplinan karena 

peraturan tersebut dapat diakses secara luas di website JDIH Kabupaten 

Pekalongan 

5. ASN sebainya memiliki pola perilaku hukum yang sejalan dengan 

peraturan perundang-undnagan sehingga terciptanya tertib ASN di 

Kabupaten Pekalongan 

6. ASN di Kabupaten Pekalongan sebaiknya berperilaku lebih tertib guna 

terciptanya nilai ketertiban yang berdampak pada ketentraman 

masyarakat 

7. ASN di Kabupaten Pekalongan sebaiknya menjalankan perilaku disiplin 

tidak hanya sebatas keinginan saja guna tercapainya nilai jasmaniah dan 

rohaniah.
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